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UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO) 

 

“Apabila yang ada di depan membuatmu takut,  

dan yang di belakang membuatmu luka, 

maka lihatlah ke atas,  

sungguh Allah tidak pernah gagal dalam hal menolongmu.” 

- Anonim 

 

 

“To get something we never had, we must do something we never did.” 

“Untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita miliki,  

kita harus melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan.” 

- Sherly Annavita 
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ABSTRAKSI 

 

Nama  : Arila Zapera Herayani 

NIM  : 202110110311343 

Judul  : Pencatatan   Perjanjian  Perkawinan   Padagelahang  Di  Kabupaten  Tabanan: 

    Implikasi Yuridis Dan Tantangan Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 

    1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Pembimbing I : Yohana P. Wardoyo, SH., MH. 

Pembimbing II : Syariful Alam, S.H.I., M.H.I  

 Perkawinan Padagelahang merupakan salah satu bentuk perkawinan adat yang masih 

dipraktikkan di Kabupaten Tabanan mencerminkan praktik adat yang memiliki nilai budaya 

yang tinggi. Padagelahang adalah suatu bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki yang 

merupakan anak satu-satunya menikahi perempuan dari keluarga yang tidak memiliki anak 

laki-laki dan merupakan anak satu-satunya juga, tetapi laki-laki tersebut tidak masuk ke 

keluarga pihak perempuan dan sebaliknya. Pasangan perkawinan Padagelahang tetap 

mempertahankan struktur keluarga mereka masing-masing, tetapi dengan kesepakatan tertentu 

terkait hak waris dan tanggung jawab dalam keluarga. Praktik ini banyak dilakukan dalam 

masyarakat adat Bali sebagai solusi untuk menjaga keberlanjutan warisan dan status 

sosial keluarga. Namun hal ini memiliki tantangan hukum dalam kaitannya dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini mengkaji implikasi yuridis 

pencatatan perkawinan Padagelahang serta perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan 

lembaga adat dan secara otentik di hadapan notaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis 

empiris yang langsung turun ke lapangan. Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan 

tokoh adat, notaris, serta pejabat pencatatan sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

meskipun perjanjian perkawinan Padagelahang bisa menjadi dasar dalam masyarakat adat 

karena sudah tercantum di dalam isi perjanjian terkait status hukum perkawinan, garis 

keturunan anak, hak dan kewajiban keluarga serta warisan, namun dalam konteks hukum 

nasional, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat akan mengalami kendala 

administratif dan hukum. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi hukum adat dan 

nasional, peningkatan sosialisasi dalam memfasilitasi proses pencatatan. Kajian ini diharapkan 

dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang mengintegrasikan nilai adat dan 

hukum formal.    

Kata Kunci: Perkawinan Padagelahang, Pencatatan Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, 

Hukum Adat. 
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ABSTRACT 

 

Nama  : Arila Zapera Herayani 

NIM  : 202110110311343 

Judul  : The  Registration  of  Padagelahang  Marriage  Agreements  in  Tabanan 

      Regency: Juridical Implications and Challenges from the Perspective of Law 

    Number 1 of 1974 on Marriage 

Pembimbing I : Yohana P. Wardoyo, SH., MH. 

Pembimbing II : Syariful Alam, S.H.I., M.H.I.  

 Padagelahang marriage is a form of customary marriage that is still practiced in 

Tabanan Regency, reflecting a traditional practice with high cultural value. Padagelahang is 

a type of marriage in which a man, who is the only son in his family, marries a woman from a 

family that has no sons and is also an only child. However, in this arrangement, the man does 

not enter the woman's family, and vice versa. Couples in a Padagelahang marriage maintain 

their respective family structures while establishing specific agreements regarding inheritance 

rights and family responsibilities. This practice is widely observed in Balinese customary 

society as a solution to preserving family heritage and social status. However, it presents legal 

challenges in relation to Law Number 1 of 1974 on Marriage. This study examines the legal 

implications of registering Padagelahang marriages and the marriage agreements made 

before customary institutions and formally before a notary. The research employs an empirical 

juridical method involving field studies. Data sources were obtained through interviews with 

customary leaders, notaries, and civil registry officials. The findings indicate that while the 

Padagelahang marriage agreement serves as a valid basis within customary communities 

covering legal status, lineage, family rights and obligations, and inheritance children born 

from unregistered marriages face administrative and legal challenges under national law. This 

study recommends harmonizing customary and national laws, as well as increasing public 

awareness to facilitate the registration process. The research is expected to contribute to policy 

development that integrates customary values with formal legal frameworks.  

Keywords: Padagelahang marriage, Marriage registration, Marriage agreement, 

Customary law. 
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